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BAB III 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan ganti kerugian 

pengadaan tanah untuk pembangunan Jalan Jalur Lintas Selatan (JJLS) di 

Kabupaten Gunungkidul telah sesuai dengan peraturan yang ada, seperti Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan 

Untuk Kepentingan Umum dan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2023 

tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk 

Kepentingan Umum. Respon positif dari masyarakat terhadap pemberian Uang 

Ganti Rugi (UGR) mencerminkan kepuasan mereka, terutama karena jumlah ganti 

kerugian yang diberikan oleh pemerintah mencapai dua kali lipat dari harga 

normal di Desa Planjan, Kapanewon Saptosari, sehingga besaran nilai ganti 

kerugian ini dapat menghindari konflik antara pihak-pihak yang terlibat karena 

masyarakat cenderung puas dengan besaran nilai tersebut dan tidak 

mempermasalahkannya. Pelaksanaan ganti kerugian telah dilaksanakan 

sepenuhnya, dan pelaksanaan pengadaan tanah mulai dari tahap perencanaan, 

persiapan, pelaksanaan, dan penyerahan hasil dilakukan dengan baik oleh 

pemerintah, tanpa adanya konflik dan kendala yang berarti. Kendala dalam 

pelaksaan pengadaan tanah ini hanya berupa kesulitan dalam pengumpulan 

berkas, yang mana dapat ditangani dengan baik oleh panitia pengadaan tanah.  
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B. Saran 

Penyuluhan yang diberikan oleh panitia pelaksana pengadaan tanah hanya 

fokus pada proses pemberian ganti rugi, ada baiknya panitia pelaksana 

tersebut melakukan penyuluhan tambahan kepada warga agar mereka merasa 

nyaman dengan proses pembangunan Jalan Jalur Lintas Selatan (JJLS), karena 

dalam pelaksanaan pembangunan Jalan Jalur Lintas Selatan (JJLS) di Desa 

Planjan terdapat beberapa permasalahan, seperti adanya polusi debu yang 

diakibatkan oleh pembersihan bangunan dan juga pembangunan jalan. Dengan 

adanya masalah yang mungkin timbul, Panitia pengadaan tanah seharusnya 

bisa melakukan penyuluhan terkait dampak yang mungkin timbul tersebut, 

dan bukan hanya berfokus pada proses ganti kerugian saja. Dengan adanya 

penyuluhan tersebut, maka masyarakat diharapkan mampu untuk mengatasi 

atau meminimalisir dampak dari pelaksanaan pembangunan Jalan Jalur Lintas 

Selatan (JJLS) di Desa Planjan, sehingga masyarakat dijamin bukan hanya hak 

untuk mendapatkan ganti kerugian saja, melainkan hak untuk mendapatkan 

perlindungan dan kesehatan terutama saat pelaksaanan pembangunan jalan 

dilakukan 
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